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Mechanism of Praperadilan institutions are no longer considered not running properly  
in its implementation because many people seeking justice harmed, so there are many 
opinions and views to make the institution Praperadilan replaced by the Magistrate 
proposed in the revision of Indonesian Code of Criminal Procedure 2008. The 
Magistrate concepts proposed in the revision of Indonesian Code of Criminal 
Procedure 2008 as a new institution in Indonesia, but not a new issue in Indonesia. 
The authority given to the Magistrate is more complete than Praperadilan in the  
Indonesian Code of Criminal Procedure (UU No. 8 Tahun 1981). However, the 
possibility is new problems arise with the Magistrate institution in Indonesian Code 
of Criminal Procedure revision 2008. This research is an analysis of the concept of a 
Magistrate institution replace Praperadilan institutions as institutions supervision at 
the stage of preliminary examination.  
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Mekanisme lembaga Praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya  
dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari 
keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan 
agar lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Komisaris yang diajukan dalam 
RUU KUHAP 2008. Konsep lembaga hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU 
KUHAP 2008 merupakan suatu lembaga baru di Indonesia, tetapi bukan merupakan 
sesuatu hal yang baru di Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim 
Komisaris sangat luas dan lengkap dibandingkan dengan lembaga Praperadilan dalam 
KUHAP. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan timbul permasalahan baru 
dengan adanya lembaga Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP 2008. Penulisan ini 
merupakan analisis mengenai konsep lembaga Hakim Komisaris yang menggantikan 
lembaga Praperadilan sebagai lembaga pengawasan pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan. 
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